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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karuniaNya 
sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dapat 
diselesaikan.  

Dokumen ini memuat tentang rencana Pembangunan di bidang penanaman 
modal di Kabupaten Lombok Timur selama masa transisi 3 (tiga) tahun kedepan yang 
disusun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Bupati Nomor 19 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 
Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. 

Semoga Renstra Transisi Tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini dapat bermanfaat dan 
menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Pemerintah 

Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023, 

oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyusun Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindak lanjut 

dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. 

 Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur 

Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 

Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi sebagai 

pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau 

sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah sebagai penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok 

Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. 

 Keberadaan dokumen RPD tersebut kemudian menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memiliki 

Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

 Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur sebagai OPD yang diamanatkan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal menyusun 

Renstra sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan 

sebagai penjabaran rencana pembangunan di bidang penanaman modal untuk 

mewujudkan capaian RPD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. 

 Renstra ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman dalam 

menyusun rencana kerja guna menetukan arah pelayanan kepada masyarakat. 
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Disamping itu penyusunan Renstra OPD adalah dalam rangka untuk memenuhi 

tuntutan dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur. 

 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 2024-2026 didasarkan pada landasan 

hukum sebagai berikut:  

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);  

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4124); 
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6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi, Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah  

8 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian 

Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4861);  

9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);  

10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

6617);  

11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

221);  

12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tatacara 

Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);  
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15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956);  

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114);  

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; 

19 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;  

20 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal;  

21 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Fasilitas 

Penanaman Modal;  

22 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal;  

23 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman 

Modal; 
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24 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Penanaman Modal; 

25 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Timur Nomor 4); 

26 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

RPJMD Kabupaten Lombok Timur Priode 2018-2023; 

27 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

28 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2024-2026 

 
1.3. Maksud Dan Tujuan 

Maksud disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-

2026 adalah menyesuaikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Lombok Timur, dengan 

berpedoman pada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Renstra DPMPTSP Kabupaten Lombok 

Timur disusun dengan tujuan : 

1) Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/ 

diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagai penjabaran Rencana Pembangunan 

Daerah selama 3 (tiga tahun kedepan; 

2) Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan 

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan 

selama periode RPD berkenaan; 

3) Menyediakan satu tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan  DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur. 
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4) Memudahkan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dalam mencapai tujuan 

dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan 

terukur. 

5) Memudahkan seluruh jajaran DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk 

memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasiaonal tahunan yang 

tertuang dalam RPD Kabupaten Lombok Timur. 

6) Untuk dapat mengukur kinerja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai 

unsur pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. 

7) Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur DPMPTSP 

Kabupaten Lombok Timur; 

8) Meningkatnya investasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

Sistimatika penulisan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-

2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

sebagai berikut: 

BAB   I   : PENDAHULUAN, Bab ini menyajikan latar belakang, landasan hokum,    

maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan. 

BAB   II  : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini Bab ini 

menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat 

Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan. 

BAB   III   : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini 

menguraikan menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan 

Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan 

Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
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Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis. 

BAB   IV   : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan 

dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang didasarkan 

pada sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dalam RPD 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026. 

BAB   V   : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini menguraikan rumusan 

pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga 

tahun mendatang. 

BAB   VI   : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN, 

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta 

kinerja, indikator, target dan pendanaan.  

BAB   VII   : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini menguraikan 

indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai 

komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPD.  

BAB   VIII  : PENUTUP, Bab ini memuat gambaran keseluruhan isi Renstra secara 

singkat, kegunaan dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan 

Renstra tahun 2024-2026. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Lombok Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lombok Timur 

Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

 
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP 

Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Lombok Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan salah satu OPD itu adalah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok 

Timur. Sedangkan dasar hukum operasional bagi masing-masing perangkat daerah 

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Lombok Timur. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 202021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah: 

2.1.1. Dinas 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 
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c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.2. Sekretariat Dinas 

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi 

kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, 

perencana program dan anggaran serta ketatausahaan. 

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Dinas dan rencana kerja Dinas; 

b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas; 

c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di 

lingkungan Dinas; 

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, 

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas; 

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan 

layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas; 

f. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas 

secara rutin dan berkala; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Dinas secara rutin 

dan berkala; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

1. Sekretariat Dinas terdiri dari: 

1) Subbagian Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan 

penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, 
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program dan anggaran kegiatan, serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan  bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan 

administarasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan 

pelaporan Dinas; 

b. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP); 

c. penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran 

Dinas; 

d. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah 

daerah; 

e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 

f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; 

g. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat 

dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan 

perlengkapan, serta urusan tata usaha di lingkup Dinas. 

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas; 

b. pelaksanaan hubungan masyarakat; 

c. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi; 
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d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan 

informasi hukum; 

e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; 

f. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
2.1.3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal  

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkajian, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang 

perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha maupun wilayah. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis 

dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah 

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman 

modal lingkup Daerah; 

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah 

dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara 

lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 

Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang  Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari: 

1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan, pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan 
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dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan 

penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha; 

b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup Daerah berdasarkan wilayah; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan, pengumpulan data, analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang 

penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Deregulasi Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan 

sektor usaha; 

b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan 

wilayah; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan daerah dalam 

bidang pemberdayaan usaha lingkup Daerah.  
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Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi; 

b. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
2.1.4. Bidang Promosi Penanaman Modal 

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan kebijakan Daerah terkait pengembangan dan promosi 

penanaman modal lingkup Daerah.  

Dalam melaksanakan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 

penanaman modal lingkup Daerah; 

b. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

negeri; 

c. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; 

dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari: 

1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan, dan pelaporan kebijakan Daerah terkait 

strategi pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Promosi Penanaman 

Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah 

berdasarkan sektor usaha; 

b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah; 

dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pelaporan kebijakan 

Daerah terkait strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman 

Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; 

b. pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai 

tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pelaporan 

kebijakan Daerah dalam bidang sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Promosi 

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal; 
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b. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi 

penanaman modal; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
2.1.5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kebijakan 

Daerah dalam bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal lingkup 

Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah; 

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 

c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari: 

1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanaman modal dan 

realisasinya di lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah. Dalam 

melaksanakan tugas Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 
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b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah 

penyelenggaraan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah; 

b. penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman 

modal lingkup Daerah; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengolahan, verifikasi, pengadministrasian, 

pengoordinasian, penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan serta 

pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan 

nonperizinan III lingkup Daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. pelaksanaan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai 

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
2.1.6. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai 

tugas melaksanakan pengolahan data, verifikasi, analisis data dan 
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pengembangan sistem informasi penanaman modal serta pelaporan kebijakan 

Daerah dalam bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal; 

b. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

c. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi 

penanaman modal; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari: 

1) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan Daerah 

terkait proses verifikasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas Seksi Verifikasi dan 

Pengolahan Data Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

b. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan Daerah 

terkait analisis dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal lingkup Daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Analisa dan 

Evaluasi Data Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

b. pelaksanaan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan, 

pengembangan dan pemeliharaan sistem  informasi penanaman modal. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pembangunan  dan  pengembangan  sistem  informasi 

penanaman modal; 

b. pelaksanaan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman 

modal 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
2.1.7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengolahan, verifikasi, 

pengadministrasian, penerbitan perizinan dan nonperizinan serta pelaporan 

kebijakan daerah dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan lingkup Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 

pengoordinasian, validasi, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian 

pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan A/I; 
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b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 

pengoordinasian, validasi, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian 

pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan A/II; 

c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 

pengoordinasian, validasi, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian 

pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan A/III; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari: 

1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengolahan, verifikasi, 

pengadministrasian, pengoordinasian, penerbitan dokumen perizinan 

dan nonperizinan serta pelaporan kebijakan daerah dalam bidang 

pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I lingkup Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

c. pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan A/I; 

e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 
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g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

i. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I; 

j. penyusunan dan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/I; 

k. pelaksanaan administrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/I; 

l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/I; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengolahan, verifikasi, 

pengadministrasian, pengoordinasian, penerbitan dokumen perizinan 

dan nonperizinan serta pelaporan kebijakan daerah dalam bidang 

pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II lingkup Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

c. pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan A/II; 
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e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

i. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/II; 

j. penyusunan dan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/II; 

k. pelaksanaan administrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/II; 

l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengolahan, verifikasi, 

pengadministrasian, pengoordinasian, penerbitan dokumen perizinan 

dan nonperizinan serta pelaporan kebijakan daerah dalam bidang 

pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III lingkup Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 
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c. pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan A/III; 

e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

i. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/III; 

j. penyusunan dan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/III; 

k. pelaksanaan administrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/III; 

l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/III; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
2.1.8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengumpulan data, pengoordinasian, monitoring 

dan evaluasi, penyuluhan, penciptaan inovasi, penanganan pengaduan dan 

penyediaan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelaporan 

kebijakan daerah dalam bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan, memfasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, 

identifikasi, verifikasi, pengoordinasian, evaluasi, monitoring, perancangan, 

penyusunan, tindak lanjut,  pendokumentasian, penanganan pengaduan 

dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

b. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, 

penganalisisan, memfasilitasi, perancangan, identifikasi, pengoordinasian, 

pengolahan, pelaksanaan simpilikasi, pengsinkronisasian, evaluasi, 

monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi 

layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

c. pelaksanaan, memfasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, 

penganalisisan, pengoordinasian, pengolahan, monitoring, evaluasi, 

pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, 

SPM, MP), pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data, 

pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan 

prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta 

peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, penyusunan data 

dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terjangkau, 

murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan 

efektif; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari: 

1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan 

proses pengadministrasian pengaduan, penyediaan informasi dan konsultasi 

pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelaporan kebijakan daerah 

dalam bidang pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

b. penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

c. perencanaan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

d. pelaksanaan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

e. pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

f. penyelenggaraan fasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

g. penganalisisan data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan; 

h. perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

j. pengoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

k. pembuatan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 



 

 25 

l. penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan, penyuluhan, penyelesaian 

sengketa, pengoordinasian, dan pelaporan kebijakan dalam bidang 

kebijakan dan penyuluhan layanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi 

Kebijakan dan Penyuluhan Layanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait 

dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan 

kepada masyarakat; 

b. perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait 

dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

c. pengumpulan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait 

harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

d. penganalisisan bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-

undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

e. pengkajian dan pengolahan (simplikasi, sinkronisasi) bahan-bahan 

kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau 

pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) 

dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pengoordinasian kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait 

pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
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g. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

h. penerimaan dan penganalisisan permohonan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat 

sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam 

pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan berusaha; 

i. pelaksanaan evaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi 

daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi 

dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan 

serta mode atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat; 

j. pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan 

serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

k. penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi 

layanan terkait  dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan 

peraturan lingkup Daerah; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan data dan bahan-bahan kebijakan penyusunan pelaporan 

kebijakan dalam rangka peningkatan mutu layanan. Dalam melaksanakan 

tugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), 

dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

b. perencanaan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
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c. pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 

(SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

d. pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), 

dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

e. pengkajian dan evaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

f. penganalisisan dan pengukuran data dan bahan layanan pelaporan 

terhadap pengendalian, mutu layanan, pengolahan data serta 

pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi 

pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, 

murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan 

nonperizinan yang efisien dan efektif; 

g. perumusan dan pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian data perizinan dan nonperizinan, inovasi 

layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

h. pengoordinasian data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

i. pembangunan, penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana 

infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi 

serta peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan; 

j. pembuatan konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
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k. penyusunan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan pada 

sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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2.1.9. Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI 
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2.2. Sumber Daya DPMPTSP  

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sampai dengan 31 Desember 2022 

adalah berjumlah 76 orang, terdiri dari 30 orang ASN dan 46 orang Non ASN. 

Kondisi sumberdaya manusia pada Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 dapat dilihat dalam 

table berikut: 

Tabel 1 

Kondisi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 

No Golongan/Ruang Tingkat Pendidikan Juml

ah 
SD SLTP SLTA D3 S1 S2 

1 Pengatur Muda (II/a)        
 Pengatur Muda Tk.I (II/b)   1    1 
 Pengatur (II/c)        
 Pengatur Tk.I (II/d)        

2 Penata Muda (III/a)   1  4  5 
 Penata Muda Tk.I (III/b)   2    2 
 Penata (III/c)     7  7 
 Penata Tk.I (III/d)     8 1 9 

3 Pembina (IV/a)     3 1 4 
 Pembina Tk.I (IV/b)      2 2 
 Pembina Muda (IV/c)        
 Pembina Madya (IV/d)        
 Pembina Utama (IV/e)        

Jumlah   4  22 4 30 
4 Tenaga Non ASN   8 5 33  46 

Total Jumlah   12 5 55 4 76 
 

Tabel 2 

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2023 

No Esselon Nama Jabatan Jumlah Ket 
1 I -   - 
2 II Kepala Dinas    1  
3 III Sekretaris, Kepala Bidang/Koordinator 5  
4 IV Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi/Sub Koordinator 16  

  J u m l   22  
 

Tabel 3 

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 

No Uraian Jumlah 
1 Laki-laki 28 
2 Perempuan 48 

  J u m l a h 76 
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Tugas pelayanan kepada masyarakat tentunya memerlukan kompetensi 

khusus yang dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, 

keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pelayanan penerbitan 

izin. Oleh karenanya semua petugas pelayanan harus mampu menguasai 

segala lini baik dari sisi administrasi maupun regulasi serta aspek pelayanan 

lainnya dengan cara meningkatkan kompetensi setiap individu. Peningkatan 

kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi prioritas utama 

dalam upaya perbaikan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur.  

Berikut data pegawai yang telah mengikuti diklat/bimbingan teknis 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal yang 

diselenggarakan oleh kementerian Investasi/BKPM.  

 

Tabel 4 

Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat PTSP 

NO NAMA DIKLAT PTSP SERTIFIKAT 

1 Husnul Basri, SP, M.M.A. LANJUTAN No. 00000928/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
2 Iskandar, S.Sos DASAR No. 00028953/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
3 Lalu Lukman, S.Sos DASAR No. 00028956/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
4 Hambali, SH. DASAR No. 00028950/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
5 Saipudin, S.Sos DASAR No. 00028971/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
6 Purroza Zahrowi, S.Pi DASAR No. 00028967/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
7 Ermi Nurlina, S. Sos DASAR No. 00028945/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
8 H. Salman Alfarizi, SH.,M.AP DASAR No. 00028948/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
9 Lalu Moh. Arfah, S.Sos DASAR No. 00028957/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
10 Selamet Muhammad  Sirajudin, SH DASAR No. 00028972/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
11 H. Iskandar Zulkarnaen, SE DASAR No. 00028947/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
12 Umarul Faruk, S.Ag DASAR No. 00028976/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
13 Sukardiawan, ST, MT. DASAR No. 00028974/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
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14 Apriani Hernawati, ST DASAR No. 00028941/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
15 M. Parid Wajdi, SKM DASAR No. 00028958/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
16 Zulainah Usthari DASAR No. 00028978/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
17 Saiful Bahri, SH. DASAR No. 00028970/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
18 Widiyanto, S.Sos DASAR No. 00028977/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
19 Muhamad Kusim, SH DASAR No. 00028962/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
20 Hari Hartawan, S.Sos DASAR No. 00028951/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
21 Jalaluddin DASAR No. 00028955/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
22 Bambang Kusuma, SH DASAR No. 00028942/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
23 Rachmat Iwan Gunawan, S.AP DASAR No. 00028968/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
24 Aminah, S.AP DASAR No. 00028940/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
25 Nurhartini Wiguna, S.AP DASAR No. 00028966/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
26 Tri Martini DASAR No. 00028975/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
27 Mahnan DASAR No. 00028959/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
28 Etika Sopanawati, S. AP. DASAR No. 00028946/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
29 Melia Rohmayanti, S. Pd. DASAR No. 00028960/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
30 Muh. Hafiz Zulkhair, S. Kom. DASAR No. 00028961/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
31 Rendi Suhirwin, S.Kom. DASAR No. 00028969/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
32 Nisrina Ulfa, S.Pd DASAR No. 00028965/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
33 Isnaning Pujiwalida, S.Kom DASAR No. 00028954/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
34 Suhaeli, S.Adm DASAR No.00028973/DIKLAT 

TEKNIS/4021/004/LAN-
 

Disamping sumber daya manusia yang profesional, dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur didukung oleh 

ketersediaan sarana prasarana kerja yang dapat dilihat dalam table berikut. 
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Tabel 5 

Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2023 

 

No. 
 

Jenis Sarana/Prasarana 
 Kondisi 

Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Berat 
1 Ruang Kerja 11 Unit 11   
2 Kendaraan Roda 4 5 Unit 4 1  
3 Kendaraan Roda 2 19 Unit 14 5  
4 Air Condition (AC) 17 Unit 14 1 2 
5 Layar Infokus 1 Buah 1   
6 Infokus 1 Buah 1   
7 UPS 6 Buah   6 

9 Computer PC 17 Unit 16  1 

10 Laptop 12 Unit 11  1 

11 Scaner 1 Unit 1   
12 Printer 26 Unit 18  6 

13 Tustel 1 Buah  1  
14 Handy Cam 1 Buah 1   
15 GPS Navigator 1 Buah   1 

16 Wireless 1 Buah  1  
17 Sound System 1 Buah 1   
18 Generator Set 1 Buah   1 

19 Faksimile 1 Buah   1 

20 Filling Besi/Metal 15 Buah 11 1 3 
21 Brankas 1 Buah 1   
22 Mesin Ketik 1 Buah   1 

23 Alat detektor Uang Palsu 1 Buah   1 

24 Meja Rapat 5 Buah 4 1  
25 Meja ½ Biro 42 Set 42   
26 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Buah 1   
27 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 29 Buah 26  3 

28 Kursi Tamu 3 Buah 3   
29 Kursi Rapat 34 Buah 29  5 

30 Kursi kerja/Lipat 35 Set 35  5 
31 Sofa 8 Set 4 3  
32 Lemari kayu 8 Buah 8   

 

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP 

 

 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu. 
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Secara rinci, kinerja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari tabel 

dan diagram berikut: 

Tabel 6 

Perkembangan Realisasi PMA/PMDN Berdasarkan LKPM Tahun 2021 - 2022 

No Tahun PMA PMDN Realisasi (Rp) 

1 2021 962.033.181.632 565.594.600.635 1.527.627.782.267 

2 2022 57.933.939.716 296.644.942.622    354.578.882.338 

 

Dari 34able diatas dapat dilihat bahwa realisasi investasi pada tahun 2021 lebih 

tinggi dibandingkan pada tahun 2022, hal tersebut disebabkan investasi pada 

sektor energi yaitu masuknya Perusahaan-perusahaan pembangkit listrik seperti 

PLN, LED dan IRADAT AMAN yang merealisasikan investasinya di Lombok Timur. 

 

Tabel 7 

Perbandingan Realisasi Izin Terbit Tahun 2021 – 2022 

 
 

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan signifikan terhadap 

penerbitan izin pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya 

kesadaran pelaku usaha mengurus dokumen izin usahanya didukung juga oleh 

sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik 

yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). 
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP 

 Dalam penjelasan umum Undang-Undang no. 25 Tahun 2007 

menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanaman modal dalam 

memulai usaha di Indonesia adalah di bidang pelayanan. Permasalahan 

tersebut merupakan tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki 

penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu 

satu pintu di bidang penanaman modal sehingga pengurusan yang terpencar 

menjadi terpusat pada satu lembaga. Penyelenggaraan penanaman modal 

diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi 

daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan fasilitasi usaha 

yang mudah, cepat dan transparan.  

 Selain itu dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan 

mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kabupaten Lombok Timur yang 

juga berimplikasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Karena sebagai salah satu 

faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan 

produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja kita berkualitas 

maka akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan 

perkapita daerah. Namun apabila tenaga kerja tersebut tidak dikelola dan 

dikendalikan secara baik maka akan berpotensi menjadi permasalahan.  

 Lombok Timur memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman 

modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan 

karena Lombok Timur tetap dianggap sebagai salah satu kabupaten yang 

memiliki daya tarik penanaman modal yang tinggi. Di sisi lain, Lombok Timur 

menyediakan beragam sektor penanaman modal.  

 DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur telah membuat langkah-langkah 

strategis dalam rangka menarik minat penanaman modal untuk berinvestasi di 

Lombok Timur antara lain:  

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Lombok 

Timur dengan mengikuti berbagai event promosi baik di dalam daerah 

maupun di tingkat nasional.  

2. Melaksanakan sosialisasi peraturan berkaitan penerbitan perizinan dan 

nonperizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP kab. Lombok Timur  



 

 36 

3. Melakukan monitoring /pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada 

pelaku usaha.  

4. Merumuskan kebijakan pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha  

5. Menyusun data potensial dan peluang investasi di Lombok Timur. 

6. Mengintegrasikan berbagai aplikasi perizinan dalam rangka mempermudah 

penerbitan.  

7. Melakukan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha  

 DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur selaku Perangkat Daerah di bidang 

Penanaman Modal tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara 

maksimal apabila tidak dibantu atau di dukung oleh Instansi teknis terkait 

lainnya, sehingga perlu adanya koordinasi efektif dalam rangka 

mengembangkan investasi di daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP 

Permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan analisis yang merujuk pada 

identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam dokumen RPD adalah 

permasalahan-permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan dalam 3 

(tiga) tahun kedepan. Perumusan permasalahan pembangunan dijabarkan 

secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan 

sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis 

permasalahannya. 

Permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok 

Timur dapat diuraikan seperti pemetaan permasalahan pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Pemetaan Permasalahan 

No Pokok Permasalahan Permasalahan Akar Masalah 

1. Pengembangan iklim 

penanaman modal belum 

optimal 

Belum ada kajian, 

penyusunan dan 

pengusulan deregulasi/ 

pemberian insentif 

kemudahan berusaha di 

daerah  

Minimnya data 

terkait dengan 

potensi 

penanaman 

modal/ investasi

  

2. Belum efektifnya 

pelaksanaan kegiatan 

promosi investasi   

Media dan alat promosi 

investasi belum memadai   

Kurangnya 

fasilitas/sarana dan 

prasarana promosi 

investasi  

3. Laporan realisasi 

penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah belum 

maksimal   

Kurangnya 

kesadaran/kepatuhan 

perusahaan pemegang 

izin dalam memenuhi 

kewajibanya  

Keterbatasan SDM 

para pelaku usaha 

dalam 

menyampaikan 

laporan kegiatan 

penanaman 

modalnya 

Tidak adanya 
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pemberian sanksi 

bagi pelaku usaha 

yang tidak patuh 

dan tertib 

menyampaikan 

laporan kegiatan 

penanaman 

modalnya  

4. Singkronisasi dan 

pemutakhiran data 

perizinan dan non perizinan 

belum maksimal  

Terbatasnya database 

perizinan dan non 

perizinan   

Dokumen perizinan 

dan non perizinan 

masih 

terdokumentasi 

secara manual  

5. Sumber daya manusia yang 

menangani perizinan belum 

memadai baik secara 

jumlah maupun kompetensi 

Terbatasnya pengetahuan 

terkait regulasi terbaru 

perizinan   

Kurangnya 

pelatihan/bimtek 

tentang perizinan           

6. Penyelesaian permasalahan  

belum maksimal  

Pemahaman tentang 

perizinan dan penanaman 

modal belum seragam 

antar OPD terkait  

Kurangnya 

koordinasi antar 

OPD terkait  

 

3.1.1. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah yang terkait dengan penanaman modal, DPMPTSP 

Kabupaten Lombok Timur menyusun program dan kegiatan yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPD. 

DPMPTSP dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat 

memiliki harapan yang sangat kuat yaitu ”Terwujudnya Pelayanan Perizinan 

Terpadu Yang Prima Dalam Mendukung Pengembangan Investasi di Kabupaten 

Lombok Timur”. Harapan ini mengandung makna bahwa DPMPTSP Kabupaten 

Lombok Timur bertekad dapat memberi pelayanan perizinan secara terpadu 

dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat 

mencerminkan bentuk pelayanan prima dalam mendukung pengembangan 

laju investasi di Kabupaten Lombok Timur, dengan memenuhi prinsip-prinsip 

pelayanan yaitu : 
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a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat 

dan tidak berbelit-belit. 

b. Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal 

waktu penyelesaian memiliki kepastian. 

c. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa 

aman. 

d. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan. 

e. Efisien, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan 

kondisi dan pengguna jasa. 

f. Keadilan Yang Merata, jangkauan pelayanan yang diusahakan seluas dan 

seadil mungkin. 

g. Ketepatan Waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu 

yang tepat. 

Dalam usaha mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan 

terdapat permasalahan, faktor penghambat dan factor pendorong yang 

mempengaruhi. 

Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan 

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dibidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat dilihat dalam 

table 9 berikut : 
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Tabel  9 
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur  

terhadap pencapaian RPD 

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 

No 
Program  

Prioritas OPD  
Permasalahan Pelayanan OPD 

Faktor 
Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6 

 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
 
Promosi Penanaman Modal 
 
Penigendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
 
Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 
 
Pelayanan Penanaman Modal 
 
Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

 
 

1. Penyusunan Peta potensi investasi 
 

2. Media dan alat promosi investasi belum memadai; 
 

3. Kurangnya Kesadaran/kepatuhan perusahaan 
pemegang izin prinsip dalam melaksanakan 
kewajibannya; 

 
4. Pengelolaan Data mutahir perizinan/Nonperizinan 

 
5. Sosialisasi perizinan berbasis online/elektronik belum 

optimal  
 

6. Fragmentasi kebijakan antar OPD dalam urusan 
penanaman modal  

 
7. Penyusunan dan penyempurnaan SOP 

 
8. Belum dilaksanakan sepenuhnya amanat regulasi  

tentang PMPTSP dan peningkatan kualitas SDM 
pelayanan. 

1. Regulasi yang cepat berubah; 
 
2. Koordinasi antar kelembagaan masih 

lemah 
 
3. Sosialisasi perizinan belum optimal  
 
4. Penguasaan teknologi informasi 

masih kurang 
 
5. Keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung; 
 

6. Ketersediaan tenaga administrasi 
maupun teknis masih kurang; 

 
7. Anggaran yang terbatas 
 

1. Banyaknya  kemudahan yang diberikan oleh 
Pemerintah daerah dalam berinvestasi  

 
2. Adanya regulasi yang mendukung 
 
3. Potensi sumberdaya alam yang besar 
 
4. Dukungan sarana dan prasarana semakin 

baik 
 
5. Dukungan / Komitmen Pemerintah Pusat dan 

provinsi masih tinggi. 
 

6. Adanya komitmen dari pemerintah pusat dan 
daerah dalam penerapan system pelayanan 
berbasis teknologi informasi; 

 
7. Adanya penilaian terhadap OPD penyedia 

layanan publik oleh lembaga yang ditunjuk 
untuk itu; 

 
8. Penyelenggaraan diklat/bimtek oleh K/L terkait 
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Untuk dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah 

dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, maka beberapa permasalahan yang 

dihadapai sebagaimana diuraikan dalam tabel 11 di atas harus mampu 

diselesaikan dengan mengatasi faktor penghambat serta terus mendorong hal-

hal yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan masa transisi 

sebagaimana yang akan dijabarkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok 2024-2026.  

 

3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dinas Provinsi 

1) Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)  

RPJPN tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi, Misi dan 

Arahan Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun 2020–

2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda 

pembangunan. Dalam hal ini, BKPM mendukung agenda pembangunan 

nomor 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas dan Berkeadilan”. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi 

merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. 

Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh 

lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan 

pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan 

perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, 

kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan 

digital. 

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan 

dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka 

mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi 

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan 

mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai 

Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” 

yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, 

Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi 

“Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi 

Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan 

dilaksanakan melalui: 

1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan 

wilayah; 
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2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi 

kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk 

meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan 

yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta 

ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan 

berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik; 

3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim 

ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial 

yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan 

peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas 

tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan 

perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem 

perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem 

pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan 

penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif; 

4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan 

5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain 

melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan 

internasional. 

 

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan 

kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan 

menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal 

tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah 

peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, 

dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas 

dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

Di Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Dinas penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur mensinegikan 

kebijakan yang ditempuh tersebut dengan upaya-upaya yang dilakukan 

antara lain : 

a. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha; 

b. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, 

kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan 

pengusaha; 

c. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan 
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menciptakan hubungan industrial; 

d. Peningkatan kemitraan antara PMA/PMDN dan UMKM lokal; 

e. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi. 

2) Telaahan Renstra Dinas Provinsi 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program kegiatan prioritas 

secara tepat. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas PMPTSP Provinsi 

NTB adalah seperti dalam tabel 10 berikut : 

Tabel 10 
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Dinas PMPTSP Provinsi NTB 

Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan Prioritas 

1. Peningkatan Iklim Investasi 

Penanaman Modal yang Kondusif; 

2. Peningkatan Promosi investasi yang 

berkualitas dan berkelanjutan. 

Meningkatkan investasi, 

kerjasama pemerintah dan 

badan usaha, serta kemudahan 

perizinan 

1. Program Peningkatan Iklim 

Investasi dan realisasi 

Investasi 

2. Program Peningkatan 

Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

Sumber : Renstra Dinas PMPTSP Provinsi NTB tahun 2019-2023 

Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi NTB dan permasalahan, faktor penghambat dan faktor 

pendorong yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dalam table 11  

berikut : 

Tabel 11 
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal  

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Terhadap Pencapaian 
Sasaran Renstra Dinas PMPTSP Provinsi NTB 

No 
Sasaran Jangka Menengah Renstra 

Dinas PMPTSP Provinsi NTB 

Permasalahan 
Pelayanan  Dinas PMPTSP  
Kabupaten Lombok Timur 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya investasi dan 
kerjasama pemerintah dengan badan 
usaha serta kemudahan perizinan 

1. Masih rendahnya tata kelola 
investasi di tingkat kabupaten; 

2. Belum efektifnya promosi investasi; 
3. Fragmentasi kebijakan antar OPD 

dalam urusan penanaman modal 

1. Koordinasi antar 
kelembagaan 
masih lemah 

2. Keterbatasan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung. 

3.  Keterbatasan 
anggaran. 

1. Tingginya 
komitmen daerah 
untuk meningkat- 
kan investasi 

2. Adanya regulasi 
yang mendukung 
pelaksanaan PTSP 
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Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat 

Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah 

dengan melakukan penyesuaian beberapa program prioritas di Kabupaten 

adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

b. Program Peningkatan Promosi Iklim Penanaman Modal; 

c. Program Pengendalian Penanaman Modal; 

d. Program Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; 

e. Program Pelayanan Penanaman Modal; 

f. Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

 

3) Telaahan Keterkaitan dengan Perangkat Daerah lainnya 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah 

dimana sesuai amanah Permendagri tersebut semua bentuk perizinan 

dibuat atau diproses pada Dinas PMPTSP. Sementara kondisi saat ini masih 

terdapat fragmentasi kebijakan dari OPD-OPD teknis sehingga prosedur 

pengurusan perizinan terasa panjang dan berbelit-berbelit.  

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur mempunyai kepentingan besar 

dengan OPD-OPD lainya terutama OPD teknis yang terkait dengan 

melakukan koordinasi  yang lebih intensif dan perlunya dilakukan 

singkronisasi standar operasional dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 

sehingga apa yang diamanatkan oleh Permendagri tersebut dapat 

terlaksana dengan baik. 
 

3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

1)  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Sesuai tugas fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam membantu 

Bupati/Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, 
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maka dalam melaksanakan tugas fungsinya ini harus memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam RTRW yaitu ketentuan-ketentuan 

yang terkait rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, 

rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program 

pemanfaatan ruang jangka menengah. Karenanya dalam hal terdapat 

kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berhubungan 

dengan tata ruang wilayah dipersyaratkan adanya rekomendasi atau 

persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal 

ini Bidang Tata Ruang Wilayah. 

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tidak 

melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat 

berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. 

2)  Kajian Lingkungan Hidup Straregis (KLHS) 

Demikian juga halnya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS), rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok 

Timur tidak berimplikasi terhadap lingkungan. Sedangkan pemberian 

rekomendasi dan perizinan lainnya yang dapat berimplikasi terhadap 

lingkungan dikeluarkan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang 

diberikan oleh OPD teknis yang berhubungan dengan rekomendasi dan 

perizinan yang yang akan diberikan. 

 
3.2. Penentuan Isu Strategis 

Isu-isu strategis yang ada pada saat penyusunan Renstra harus 

mendapat perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan karena akan 

memiliki dampak yang cukup signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah 

dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dilakukan 

dengan memperhatiakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi 

dan merumuskannya melalui metode Focussed Group Discussion (FGD). 

Keterkaitan permasalahan yang dihadapi dengan isu strategis yang dirumuskan 

melalui FDG yang dilaksanakan adalah seperti terlihat dalam table 12 berikut : 
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Tabel 12 
Keterkaitan Masalah Dengan Isu Strategis 

No. Bidang Masalah Isu Strategis 

1. Sekretariat Kualitas sumberdaya 

manusia yang menangani 

perizinan masih kurang 

Masih kurangnya sarana 

dan prasarana pendukung 

pelayanan perizinan 

Peningkatan 

kemampuan 

sumberdaya manusia 

pengelola perizinan 

Perlunya dukungan 

mobilitas dan sarana 

pendukung lainnya serta 

ketersediaan anggaran 

yang memadai 

2 Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

Belum ada kajian, 

penyusunan dan 

pengusulan deregulasi/ 

pemberian insentif 

kemudahan berusaha di 

daerah 

 

 

Minimnya data potensi 

daerah 

Melakukan kajian potensi 

penanaman modal 

untuk menyusun 

kebijakan pemberian 

insentif kemudahan 

berusaha di daerah 

sesuai peraturan 

perundang - undangan  

 

Inventarisir data potensi 

daerah untuk menyusun 

peta potensi investasi di 

daerah 

3. Promosi 

Penanaman Modal 

Media dan alat promosi 

investasi belum memadai   

Menyediakan 

fasilitas/sarana dan 

prasarana promosi 

investasi 

Mengubah mindset dari 
promosi menjadi 
marketing 

4. Pengaduan, 

Kebijakan dan 

Pelaporan 

Layanan 

Fragmentasi kebijakan 

antar OPD dalam urusan 

perizinan dan penanaman 

modal  

 

Meningkatkan koordinasi 

antar OPD terkait  
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No. Bidang Masalah Isu Strategis 

5. Pelayanan 

Penanaman Modal 

Masih banyak masyarakat 

belum memahami 

sepenuhnya sistem 

penyelenggaraan perizinan 

berusaha terintegrasi 

secara elektronik melalui 

Online Single Submission Risk 

Based Approach (OSS-RBA) 

Regulasi yang cepat 

berubah-ubah sehingga  

terdapat produk perizinan 

yang sudah tidak sesuai 

dengan regulasi yang 

berlaku 

Sosialisasi perizinan dan 

penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik (MPP) 

 

 

 

 

Penyusunan dan 

penyempurnaan /revisi 

SPP dan SOP yang tidak 

sesuai regulasi 

6. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Kurangnya 

kesadaran/kepatuhan 

perusahaan pemegang izin 

dalam memenuhi 

kewajibanya 

Mengintensifkan 

Pembinaan dan 

pengawasan 

penanaman modal dan 

perizinan 

7. Pengolahan Data 

dan Informasi 

Penanaman Modal 

Terbatasnya database 

perizinan dan non perizinan 

Penyediaan infrastruktur 

dan sarana teknologi 

informasi untuk 

mendukung 

pemutakhiran data 

perizinan dan non 

perizinan 

     

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan tersebut sebagai dasar dalam 

menentukan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam tiga tahun 

kedepan. 
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BAB  IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD 

Merujuk pada tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang ingin 

diwujudkan dan dituangkan dalam RPD Kabupaten Lombok Timur priode 2024-2026, 

yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur adalah terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk memudahkan dalam operasionalisasi 

pencapaian RPD tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran dengan masing-

masing indikatornya.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran di tingkat OPD untuk mendukung 

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. 

Di tingkat OPD tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah diwujudkan 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Program dan 

kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan RPD tersebut dijadikan 

sebagai program dan kegiatan prioritas sedangkan program dan kegiatan lainnya 

bersifat penunjang. 

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah 

Daerah dalam RPD tahun 2024-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai dalam waktu tiga tahun kedepan seperti digambarkan dalam 

table 13 berikut : 
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 Tabel 13 
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja Tahun Ke- 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatkan realisasi 
investasi di daerah melalui 
tata kelola pelayanan 
perizinan yang berkualitas   

 

Realisasi Investasi 
1 T 1.2 T 1.5 T 

  Meningkatnya Jumlah 
investor yang berinvestasi 

di kabupaten Lombok 
Timur 

Jumlah investor yang 
berinvestasi 

30 

 

40 

 

45 

 

  Meningkatnya nilai 
investasi melalui 

peningkatan kualitas 
pelayanan perizinan dan 

Pengendalian 
pelaksanaan 

penanaman modal 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

82 83 85 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 
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BAB  V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 

Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen 

RPD tahun 2024-2026, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta 

program pembangunan secara tepat. Arah kebijakan merupakan pedoman yang 

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode RPD. Sedangkan strategi 

merupakan rencana yang cermat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki.  

Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang 

tepat, maka pelaksanaan program pembangunan dibidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu dalam tiga tahun ke depan diharapkan akan 

memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.  

 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Tujuan, 

sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Lombok Timur. Tujuan 

Pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan penanaman modal adalah 

terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan pelayanan 

perizinan berusaha. 

Sebagai gambaran dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan guna 

mendukung pencapaian RPD Kabupaten Lombok yang berkaitan langsung 

dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat 

dilihat dalam table 14 berikut: 
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Tabel 14 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 
 

Dimensi            :  Perekonomian 

Tujuan Daerah: terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif 

Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

realisasi investasi 

di daerah 

melalui tata 

kelola 

pelayanan 

perizinan yang 

berkualitas   

Meningkatnya 

nilai investasi 

melalui 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

perizinan dan 

Pengendalian 

pelaksanaan 

penanaman 

modal 

Merumuskan 

kebijakan 

pemberian 

fasilitas/insentif 

kemudahan 

penanaman modal 

di daerah 

Penetapan 

pemberian 

fasilitas/insentif 

kemudahan 

penanaman modal 

di daerah bagi para 

pelaku usaha 

  Meningkatkan 

Kerjasama/ 

kemitraan antara 

pengusaha besar 

(PMA/PMDN) 

dengan UMKM di 

daerah 

Memfasilitasi 

kemitraan antar 

pengusaha di 

daerah 

  Membuat rencana 

penanaman modal 

lingkup daerah 

Penyusunan peta 

potensi investasi di 

daerah 

  Melaksanakan 

pameran potensi 

investasi baik di 

dalam maupun di 

luar daerah 

Penyediaan sarana 

dan prasarana 

promosi potensi 

investasi 
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Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

  Mengoptimalkan 
fungsi dan peran 
website Dinas 
PMPTSP Kabupaten 
Lombok Timur 

Pengelolaan website 
Dinas PMPTSP 
Kabupaten Lombok 
Timur 

  Melaksanakan 
pemantauan, 
pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap pelaku 
usaha  

Meningkatkan 
kesadaran/kepatuha
n pelaku usaha 
memenuhi 
kewajibannya 
menyampaikan 
LKPM 

  Meningkatkan 
kualitas data 
perizinan dan 
nonperizinan  

Tersedianya data 
perizinan dan 
nonperizinan yang 
mutahir/handal dan 
berbasis elektronik 

  Mengadakan 
pelatihan/bimtek 
dan seminar bidang 
penanaman modal 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kompetensi SDM 
aparatur 
pemerintah/petugas 
pelayanan 

  Menerapkan 
pelayanan berbasis 
teknologi informasi 
dalam pelayanan 
terpadu satu pintu 

Pengintegrasian 
aplikasi perizinan  

  Mengoptimalkan 
keberadaan dan 
fungsi tim 
penanganan 
pengaduan 
masyarakat 

Meningkatkan 
koordinasi antar OPD 
teknis, terkait 
kegiatan 
penanaman modal 
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BAB  VI 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 Program pembangunan dan rencana kegiatan yang dituangkan dalam 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu dan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD atau sampai 

ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah sebagai penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok 

Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.  

 Sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, 

dimana salah satu fungsi dari 5 (lima) fungsi yang ada yaitu fungsi penyusunan 

kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

dengan berbagai program kegiatan secara terkoordinasi dengan kerangka 

pendanaan yang tersedia dapat mencapai indikator kinerja program kegiatan 

secara maksimal. 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tentunya 

dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi, kondisi serta 

kemampuan yang ada termasuk kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun 

sebelumnya. Meskipun demikian dengan keterbatasan sumber daya maka tidak 

semua kebutuhan pembangunan sektor pelayanan perizinan dapat terpenuhi.  

 Rencana program dan kegiatan dengan kerangka pendanaan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 

yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 15 

berikut : 
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Tabel  15 
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur

 

Target  Kebutuhan Rp Target  Kebutuhan Rp Target  Kebutuhan Rp Target  Kebutuhan Rp 

(3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

  4.487.240.797   4.584.165.198   4.683.183.167   13.754.589.162 
  4.487.240.797   4.584.165.198   4.683.183.167   13.754.589.162 
  4.487.240.797   4.584.165.198   4.683.183.167   13.754.589.162 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase sarana dan prasarana 
pelayanan yang terawat dan 
berfungsi baik untuk mendukung 
pelaksanaan program.

% 95 100 3.842.856.381  100 3.925.862.079  100 4.010.660.700  100 11.779.379.160 

Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah

Persentase tersusunnya dokumen 
perencanaan, pelaporan dan 
evaluasi kegiatan % DPMPTSP

Jumlah dokumen 

100 100 2.350.702        100 2.401.477        100 2.453.349        100 7.205.528          

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Dokumen 4 4 1.797.002        4 1.835.817        4 1.875.471        4 5.508.290          

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Laporan 5 5 553.700           5 565.660           5 577.878           5 1.697.238          

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase penatausahaan 
keuangan sesuai rencana

% DPMPTSP Jumlah Dokumen 100 100 3.558.581.368  100 3.635.446.726  100 3.713.972.375  100 10.908.000.468 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN

Orang/bul
an

30 30 3.439.611.962  30 3.513.907.580  30 3.589.807.984  30 10.543.327.526 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan

Dokumen 12 12 112.662.048    12 115.095.548    12 117.581.612    12 345.339.208      

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

Laporan 2 2 6.307.358        2 6.443.597        2 6.582.779        2 19.333.734        

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase pengelolaan 
aset/barang milik daerah

% DPMPTSP Jumlah laporan 100 100 5.629.016        100 5.750.603        100 5.874.816        100 17.254.435        

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
umlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Laporan 3 3 5.629.016        3 5.750.603        3 5.874.816        3 17.254.435        

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase terlaksananya 
pelayanan umum perangkat 
daerah

% DPMPTSP Jumlah Dokumen 100 100 21.520.748      100 21.985.596      100 22.460.485      100 65.966.829        

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 

Paket 1 1 1.871.878        1 1.912.311        1 1.953.616        1 5.737.805          

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Paket 1 1 10.012.191      1 10.228.454      1 10.449.389      1 30.690.034        

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

Paket 2 2 1.033.144        2 1.055.460        2 1.078.258        2 3.166.862          

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-

Dokumen 2 2 1.200.000        2 1.225.920        2 1.252.400        2 3.678.320          

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Laporan 12 12 7.403.535        12 7.563.451        12 7.726.822        12 22.693.808        

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Persentase penyelesaian 
pengadaan aset yang 
direncanakan

% DPMPTSP
Jumlah Dokumen

100 100 10.000.000      100 10.216.000      100 10.436.666      100 30.652.666        

Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

Unit 2 2 7.000.000        2 7.151.200        2 7.305.666        6 21.456.866        

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan

Unit 2 1 3.000.000        1 3.064.800        1 3.131.000        3 9.195.800          

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase capaian layanan % DPMPTSP Jumlah Laporan 100 100 162.809.945    100 166.326.640    100 169.919.295    100 499.055.880      

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Laporan 1 1 150.000           1 153.240           1 156.550           1 459.790             

Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah  Laporan Penyediaan Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Laporan 36 36 64.974.740      36 66.378.194      36 67.811.963      36 199.164.898      

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan

Laporan 13 13 97.685.205      13 99.795.205      13 101.950.782    13 299.431.192      

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DATA CAPAIAN 
PADA TAHUN 

AWAL 
PERENCANAA

N

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 
SASARAN, PROGRAM (out 
come) KEGIATAN (out put)

SATUANPROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN

Indikator Hasil 
Kegiatan

Kelopmpok 
Sasaran 

Formula
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA 

AKHIR PERIODE RENSTRA 
PERANGKAT DAERAH2024 2025 2026
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Prosentase pemeliharaan barang 
milik daerah

% DPMPTSP Jumlah Dokumen 100 100 81.964.602      100 83.735.037      100 85.543.714      100 251.243.354      

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

Unit 24 24 66.964.602      24 68.411.037      24 69.888.716      24 205.264.355      

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 1 1 1.000.000        1 1.021.600        1 1.043.667        1 3.065.267          

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara

Unit 4 4 5.000.000        4 5.108.000        4 5.218.333        4 15.326.333        

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 1 1 7.500.000        1 7.662.000        1 7.827.499        1 22.989.499        

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana dan Prasarana 
Gedung  Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Unit 1 1 1.500.000        1 1.532.400        1 1.565.500        1 4.597.900          

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Persentase peningkatan jumlah 
penetapan kebijakan bidang 
penanaman modal.

0,9 84 90 25.085.388      95,4 25.627.232      100 26.180.781      100 76.893.401        

KEPALA BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
IKLIM

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya penetapan pemberian 
fasilitas/insentif penanaman modal

%
Pelaku 
Usaha

Jumlah Dokumen 100 100 16.723.592      100 17.084.822      100   17.453.854      100 51.262.267        

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi 
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan Penanaman 
Modal

Dokumen 2 2 8.361.796        2 8.542.411        2 8.726.927        6 25.631.134        

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah     Kesepakatan     Kemitraan 
antara   Usaha   Besar   
(PMA/PMDN) dengan UMKM di 
daerah

Dokumen N/A 2 8.361.796        2 8.542.411        2 8.726.927        6 25.631.134        

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen 
perencanaan potensi investasi

%
Pelaku 
Usaha/ 
investor

Jumlah Dokumen 100 100 8.361.796        100 8.542.411        100 8.726.927        100 25.631.134        

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah Peta Potensi Investasi dan 
Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Dokumen 1 1 8.361.796        1 8.542.411        1 8.726.927        1 25.631.134        

Program Promosi Penanaman Modal Persentase pelaksanaan ekspose 
dan promosi potensi investasi

% 100 100 33.717.908      100 34.446.215      100 35.190.253      100 103.354.376      
KEPALA BIDANG 

PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya kegiatan pameran 
potensi investasi penanaman 
modal

Kali
Pelaku 
Usaha

Jumlah Kegiatan 2 2 33.717.908      2 34.446.215      2 35.190.253      2 103.354.376      

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 

Kegiatan 2 2 33.717.908      2 34.446.215      2 35.190.253      2 103.354.376      

Program Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Capaian Indeks 
Kepuasan Masyarakat

Nilai 80,51 82 243.825.272    83 249.091.898    85 254.472.283    85 747.389.453      

KEPALA BIDANG 
PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN  
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota

Terlaksananya pelayanan 
perizinan dan non perizinan di 
Kabupaten Lombok Timur

%
Pelaku 
Usaha

Jumlah Izin Terbit 100 100 243.825.272    100 249.091.898    100 254.472.283    100 747.389.453      

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non Perizinan 
Berbasis Sistem Pelayanan 

Pelaku 
Usaha

4000 4000 120.000.000    4500 122.592.000    5000 125.239.987    13500 367.831.987      

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan 
Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Mendapat 
Pemantauan Pemenuhan 
Komitmen Perizinan Berusaha dan 

Kegiatan 
Usaha

2137 2372 25.000.000      2633 25.540.000      2922 26.091.664      2922 76.631.664        

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha 
berbasis risiko

Jumlah Orang yang Memperoleh 
Layanan Konsultasi dan 
Terkelolanya Pengaduan 
Masyarakat Terhadap  Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Non 
Perizinan

Pelaku 
usaha

8 8 84.956.256      8 86.791.311      8 88.666.003      8 260.413.571      

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif 
Daerah

Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Melakukan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Daerah

dokumen 2 2 13.869.016      2 14.168.587      2 14.474.628      6 42.512.231        

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Persentase kepatuhan pelaku 
usaha terhadap Kewajiban 
Penanaman Modal

% 100 100 264.992.824    100 270.716.669    100 276.564.149    100 812.273.642      

KEPALA BIDANG 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Terlaksananya kegiatan monitoring 
dan evaluasi bidang pengendalian 
Kabupaten Lombok Timur

%
Pelaku 
Usaha

Jumlah Pelaku 
Usaha

100 100 264.992.824    100 270.716.669    100 276.564.149    100 812.273.642      

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Melakukan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Pelaksanaan 

24 24 34.500.000      24 35.245.200      24 36.006.496      24 105.751.696      

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha 
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman Modal

4 4 34.500.000      5 35.245.200      6 36.006.496      15 105.751.696      

Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Melakukan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

155 155 195.992.824    158 200.226.269    160 204.551.156    160 600.770.249      

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Persentase peningkatan jumlah 
data dan informasi perizinan dan 
non perizinan berbasis sistem dan 
terintegrasi secara elektronik

95% 80 95 76.763.024      98 78.421.105      100 80.115.001      100 235.299.130      

KEPALA BIDANG 
PENGOLAHAN DATA 

DAN INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya inventarisasi data 
dan informasi perizinan dan non 
perizinan yang terintegrasi

% DPMPTSP Jumlah Dokumen 100 100 76.763.024      100 78.421.105      100 80.115.001      100 235.299.130      

Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Data dan Informasi 
Perizinan dan  Non Perizinan 
Berbasis Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Dokumen 1 1 76.763.024      1 78.421.105      1 80.115.001      1 235.299.130      

  4.487.240.797   4.584.165.198   4.683.183.167 
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BAB  VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 Setiap program, kegiatan dan kerangka pendanaan dari setiap Organisasi 

Perangkat Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD). Program dan kegiatan tersebut merupakan salah satu betuk komitmen 

Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 

dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. 

 Untuk dapat mengukur tingkat capaian dari setiap program dan kegiatan, 

ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. 

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta 

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat grade kinerja baik dalam tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan 

berfungsi.  

 Melalui indikator kinerja setiap program kegiatan dapat diketahui sejauh mana 

tingkat capaiannya bila dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. 

Capaian kinerja dapat dijadikan dasar atau pertimbangan dalam penentuan 

langkah-langkah berikutnya. Capaian rendah atau tidak mencapai target tentu 

memerlukan langkah-langkah perbaikan dan usaha yang lebih baik lagi. 

 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur selama tiga tahun kedepan yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPD dapat dilihat dalam tabel 16 berikut : 
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Tabel  16 

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD 

 
No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal 

Periode RPD 
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada 

Akhir RPD 
  Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3  

1 2 3 4 5 6 7 
       
1 Jumlah Investor yang 

berinvestasi 
22 30 40 45 45 

2 Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

80,51 82 83 85 85 
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BAB VIII  
PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini disusun sebagai bentuk 

telaahan dan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur terutama terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu di Kabupaten Lombok Timur. 

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja 

(Renja) yang merupakan panduan pelaksanaan tupoksi dan kegiatan tahunan 

organisasi yang disusun secara rinci dan terukur.  Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini akan diupayakan tercapai 

sampai dengan kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, karenanya dibutuhkan peran 

aktif segenap stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. 

 Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Transisi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 semoga 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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